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%.1. Kesimpulan

Teori kepatuhan (complionce) dopat menjawab sikap Indonesia dalam
penelitian ini, yang menunjukksn bahwa Indonesia berada pada active mon-
compliance. Ini didasarkan pada Indonesin sebagai negara yang teluh gapal karena
tidak mematuhi dan melaksanakan perjangian dan peraturan vang terdapat dalam
Konvensi 1LO 188 namun nﬂ -memberikan I:ﬂi:tqﬁ alternatif lain dalam

penanganun kasus MMMIIIPAHK di kﬂpﬂm vakni berupa
puﬂ.’ﬁnﬂnha u.udﬂnmm dari ratifikasi WHG 188,

Ketidokpatuhan I:I'ﬁMSia dilihat dalam dﬂmfjlﬁﬁ-&u—cnmpﬁunm ax
preference yang dikarenakan pemerintah sendiri telah menyatakan pendapat bahwa
Konvensi ILO |88 tidak akan membantu Indonesia dengan cars apapun. mengingat
knnﬁqﬁ M: sebelumnys telah disetuu olel 19 negara ulm[[ﬂmun
ABK Mtﬁnk ditempatkan di salah satu dari 19 negara ini. Indonesia tidak
melakukan kepatuhan terhadap Konvensi ILO 188 dikarenakan pertimbangan coss
m.dikﬂﬂhnuleh Indonesia serta benefit yung ahqw:dﬂﬂl karena
beberapa ketentuan dalam kepatuhan dalam Konvens [LO 188 harus dianggarkan
dan dilaksanskan, Hal ini yang juga dijadikon keengganan bagi Pemerintah
Indonesia untuk melaksanskan kepotuban

Fﬂkmrﬁmmmm fo incapapide dalam penelitian ini lebih
menyoret permasalah adanya sistem Irﬂuues:a-mghhm bisa ditata dengan baik

khususnyn dalam pmmwm ABK Indonesia di kapal asing.
Ini membuat prosedur ratifikasi dalam hal perlindungan ABK Indonesia di kapal
asing tidak berjalan karena pihak yang bertanggung jawab atas masalah ini tidak
benar dalam menetapkan kepastion untuk mengotorisasi proses ratifikasi. Hal ini
mempengamnihi prosedur ratifikasi dalam hal perlindungan ABK Indonesia di kapal
asing tidak berjalan karena pihak yang bertanggung jawab atas masalah ini tidak
benar dalam menetapkan kepastian untuk mengotorisasi proses ratifikasi



Pekerjan migran di kapal asing memiliki tingkat bahaya dan risiko yang
tinggi, dengan tidak diratifikasinya Konvensi ILO 188 justru semakin membuat
para pekerja migran di kapal asing jauh dari keamanan dan kesejahteraan vang
layak khususnya pada kejelasan hukum. Indonesia baruslah kerbali membahas
urgensi mengenai ratifikasi Konvensi [LO 188 serta dengan kepastian Indonesia
untuk meratifikasinya bersamaan dengan penetapan kerangka peraturan yang solid

il pe lan dan penempatan ABK
s tenlang peran dan kewajiban

jzlitian ini masih
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